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BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH I(ABUPATEN NATUNA

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI NATUNA,

: bahwa mengingat pelaksanaan ketentuan Pasal 6
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2Ol8 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Natuna tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018.

: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun L997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3688);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3gO2) Sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun t999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik



3.

4.

5.

7.

8.

9.

Indonesia Tahun 2008 Nomor LO7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a880);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286l.;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2003 Nomor 4T,Tartbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a286l4

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OQ4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aaO};

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44OOl;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa2\;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pqiak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
50ae);

10. Undang-Undang Nomor L2 Tahun zOLl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a11'

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 2LO, Tartbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aO28l;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang
Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 60571;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2OlL tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLl Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2OL7 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OLB

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor

17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun
2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2OL3 Nomor 6);

13.

t4.

15.
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun

2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran

2OL8 (Lembararr Daerah Kabupaten Natuna Tahun

2018 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Menetapkan

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

2Ol8 terdiri atas :

(1). Pendapatan
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Setelah Perubahan

(2). Belanja
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Setelah Perubahan

Surplus / (Defisit) Setelah Perubahart

(3). Pembiayaarl
a. Penerimaan

1) Semula
2) Bertambah / (berkurang)
Jumlah Setelah Perubatran

b. Pengeluaran
1) Semula
2l Bertartbah / (berkuran g)

Jumlah Setelah Perubahan

Sisa PembiaYaan neto
Setelah Perubahan

Daerah Tatrun Anggaran

Rp 828,2OL,800,000.00
Rp L47,663,036,605.48
Rp 975,864,836,605.48

Rp 1,015,201,800,000.00
Rp (3L,697,023,326.00l,
Rp 983,504,776,674.OO

Rp (7,639,940,068.52)

Rp 192,000,000,000.00
Rp (179,360,059,931.48)
Rp 12,639,940,068.52

Rp 5,000,000,000.00

Rp 5,000,000,000.00

Rp 7,639,940,068.52

Rp

Sisa lebih pembiayaan anggaran
Setelah Perubahan Rp
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Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daeratr

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampirart

Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakag bagian yang tidak

terpisatrkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetatruinya, memerintahkan pengundangarr Peraturan

Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna'

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 o?tOber zpLB

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 22 )VtOkr 20tfl

SEKRETARIS DATRAII,
I{ABUPATEN NATI'NA,

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 7OT€

IATPIA,

NOMOR %-.


